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K A T A     P E N G A N T A R 

 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui terwujudnya 

Good Governance yang merupakan  terselenggaranya Manajemen Pemerintah dan 

Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN. Dalam rangka 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud diperlukan sistem 

Akuntabilitas yang baik dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan 

hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Merangin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun  2019 

sesuai  dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud 

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan 

Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin  Tahun  2019   ini merupakan 

aplikasi dan pertanggungjawaban dari Rencana Strategis Kabupaten Merangin yang telah 

dituangkan  selama  tahun  2019 – 2023.                                                                                        

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin ini mampu memberikan 

gambaran kepada pihak-pihak terkait sebagai instrumen dan mengevaluasi sejauh mana 

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin selama tahun 2019 ini untuk memantapkan Manejemen Pemerintah dan 

Pembangunan yang akuntabel.  Demikian laporan ini disusun semoga ada manfaatnya dan 

selalu menerima saran, kritik dalam rangka penyempurnaan masa yang akan datang 

 
 

Bangko,  31 Desember 2019 

KEPALA DINAS SOSPPPA 

KABUPATEN MERANGIN 

 

Drs. JUNAIDI, S.IP. ME    

PEMBINA UTAMA MUDA   

NIP. 19650608 199001 1 002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Laporan yang berisi tentang 

informasi dan data yang telah diolah serta memberikan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran Organisasi/Lembaga. 

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya pembangunan yang berkualitas, berdaya 

guna dan berhasil guna, maka fokus yang menjadi perhatian utama adalah dengan 

menitik beratkan sasaran dan tujuan pembangunan sesuai dengan prioritas dan 

kebutuhan  yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan arah 

dan kebijakan pembangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek logis, realistis, 

efektif dan efisien, akuntabel dan trasparan, serta dilakukan dengan mengikuti norma, 

standar, prosedur dan kriteria, sehingga sinergitas program pembangunan yang akan 

dijalankan dapat terjamin keberlangsungannya secara berkesinambungan. 

Berangkat dari pemikiran diatas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik, diperlukan penguatan terhadap dokumen 

perencanaan strategis yang lebih berkualitas, terukur dan dapat beradaptasi dengan 

lingkungan internal maupun eksternal, serta dapat diimpelementasikan dengan mudah, 

cepat dan tepat pada sasarannya. 

Pada konteks pembangunan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Merangin 

Provinsi Jambi, masih menjadi salah satu prioritas utama dan yang sangat mendasar 

untuk terus dilakukan penanganannya,  bukan saja dalam kontelasi bahwa permasalahan 

sosial merupakan penomena yang banyak terjadi akibat yang ditimbulkan dari kondisi 

masyarakat dengan keterbelakangan dan kemiskinannya,  akan tetapi penyelenggaraan 

dalam pembangunan masalah sosial merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 

1945 yang mengharuskan negara memberikan perlakuan sosial yang berkeadilan bagi 

seluruh masyarakatnya, termasuk didalamnya meningkatkan aksebilitas pelayanan dasar 

yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung 

dan rentan. Di tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

yaitu mempunyai 14 program dan 54 kegiatan dan selama tahun 2019 ini dapat berjalan 

dengan baik.. 

Adapun sasaran  yang telah ditetapkan antara lain : 

a. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  

b. Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan 

Anak 
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Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019 tidak terlepas dari adanya 

dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) total anggaran belanja lansung yang bersumber dari APBD setelah perubahan 

tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.550.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 

2.427.760.479,85,- atau terealisasi sebesar 95 %. 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 ini permasalahan 

secara prinsip tidak ada. Namun demikian permasalahan ini, bukan disebabkan 

permasalahan internal OPD, akan tetapi semata - semata disebabkan oleh faktor eksternal 

sehingga harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada.  

 Namun demikian secara umum pelaksanaan  program/kegiatan pada tahun 2019 

telah dapat dicapai dengan baik dan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

pencapaian visi dan misi untuk peningkatan dan  perbaikan terhadap kinerja Dinas 

SOSPPPA khususnya dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin pada umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Gambaran Umum 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten 

merangin merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Merangin yang memiliki tugas pemerintahan dalam bidang Rehabilitasi Sosial, 

Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan  

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 

38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah 

Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38). 

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten 

Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah 

(Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38) 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, berperan dalam meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

Keberhasilan program tersebut akan tergambar dari angka kemiskinan, dimana pada 

saat memasuki Tahun 2018 kondisi sosial masih dihadapkan pada permasalahan 

kemiskinan yang relative cukup tinggi, meskipun rasionya masih berada dibawah 

rata-rata nasional. Kondisi kemiskinan ini, dapat menyebabkan pertumbuhan daerah 

menjadi melambat, bila upaya-upaya terhadap penanggulangan dan pengentasan 

kemiskinan tidak dilakukan secara komprehensip dan lintas program, artinya upaya 

penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama, berkelanjutan 
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dan bersinergi dengan program-program yang arah dan kebijakannya menyentuh 

langsung pada persoalan akar rumput. Persoalan kemiskinan akan menjadi meluas, 

ketika faktor sosial menjadi penyebab utama yang timbul akibat kebutuhan dasar 

yang belum terpenuhi dengan baik, baik dalam konteks kemiskinan yang disebabkan 

oleh faktor ekonomi, sosial maupun budaya. Penanganan masalah kesejahteraan 

sosial  melalui pembangunan kesejahteraan sosial  perlu terus dilanjutkan secara 

berkesinambungan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan 

sosial  yang mengamanatkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan 

Masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial  bagi warga masyarakat yang 

kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penangulangan kemiskinan. 

Selanjutnya Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuanttas 

perempuan dan anak sehingga kedepan keadilan dan kesetaraan gender di 

Kabupaten Merangin dapat berjalan secara maksimal. Dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah mewujudkan perempuan dan anak berperan dan ikut serta dalam 

pembangunan di Kabupaten Merangin. 

 

1.2  Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan 

dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja 

dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permen ini 

memberikan tuntutan kepada Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan kinerja 

instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas yang utuh 

dikerangkakan dalam suatu sistem  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan 

anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai 

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dengan demikian tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut : 
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1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatut; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 

public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan 

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang 

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan 

pembandingan kinerja dalam laporan  kinerja harus menggambarkan posisi kinerja 

instansi pemerintah. 

 

1.3 Tugas Pokok 

1.3.1  Tugas Pokok 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.  

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Kabupaten Merangin yang secara 

operasional dilaksanakan oleh bidang dan seksi dapat diuraikan sebagai berikut :   
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1. KEPALA DINAS  

    Tugas Pokok 

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan tugas pembantuan.  

     Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak; 

b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan 

menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; 

c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan 

di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak; 

e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak; 

f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak; 

g. Pelaporan dan  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak m; dan 

h. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan 

fungsinya. 
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2. SEKRETARIAT 

    Tugas Pokok 

Sekretariat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan perumusan program kerja, 

keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan adminstrasi umum, 

perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan. 

Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai 

fungsi : 

a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program 

kerja dinas; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan dinas; 

d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, 

ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan,  kearsipan, penyediaan sarana dan 

prasarana kerja serta rumah tangga dinas; 

e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas; 

f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan 

informasi dinas; 

g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas; 

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sekretariat membawahi, anatara lain : 

a. Sub bagian Umum  

b. Sub bagian Kepegawaian  

c. Subbag bagian Program dan Keuangan   
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a. Sub Bagian Umum   

 

  Tugas Pokok 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan 

urusan adminstrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.  

Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Umum  

mempunyai fungsi : 

a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang 

umum; 

b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) kerja Dinas; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar 

Kompetensi pegawai Dinas; 

d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian  

umum; 

e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana kerja; 

f. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja 

bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan adminstrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan, 

dan kearsipan; 

h. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan 

usulan pengahapusan sarana dan prasarana kerja; 

i. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan 

penerimaan tamu dinas; 

j. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

k. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor 

serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 
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l. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran 

Subbagian umum; 

  

b. Sub Bagian Kepegawaian   

 

  Tugas Pokok 

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksnakan   

urusan  administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan 

pelatihan pegawai. 

Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian 

Kepegawaian  mempunyai fungsi : 

a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang 

Kepegawaian dan Peningkatan SDM; 

b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) kerja Dinas; 

c. Pengkoordinasian dan penyusunan pelaksanaan Analisis Jabatan, Beban Kerja 

dan Standar Kompetensi pegawai Dinas; 

d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian 

Kepegawaian dan Peningkatan SDM; 

e. Pembagian tugas , pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja 

bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian dan penyusunan database 

pegawai Dinas; 

g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas; 

h. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas; 

i. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran 

Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM; dan 
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j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

 

c.  Sub Bagian Program dan Keuangan  

Tugas Pokok : 

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris 

melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, 

penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, 

pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Dinas  

Fungsi : 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subbagian Program 

dan Keuangan mempunyai   fungsi : 

a. Menghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk 

teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan 

Bidang program dan keuangan; 

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Pada Subbagian Program 

dan Keuangan; 

c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Subbagian 

Program dan Keuangan; 

d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana kerja anggaran, 

dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas; 

e. Penyusunan Rencana Strategis (RESTRA) dinas; 

f. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas; 

g. Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas; 

h. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas; 

i. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM); 

j. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP); 

k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas; 
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l. Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian  

Program dan Keuangan; 

m. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan 

dalam pelaksanaan tugas; 

n. Penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan 

bahan rapat dinas; 

o. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM); 

p. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas; 

q. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji 

pegawai; 

r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 

program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas; 

s. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran 

Subbagian program dan keuangan; 

t. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan Kinerja (LKJ) dinas; dan 

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan 

 

Tugas Pokok : 

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan 

Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, pembinaan, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan 

pemantauan kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan. 

 

 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 

 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  Page 10 

 

Fungsi : 

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial 

dan Penangulangan Kemiskinan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial 

dan Penanggulangan Kemiskinan; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang 

Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan; 

d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 

e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan teknis, penyusunan 

program kegiatan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan 

Kemiskinan serta penanganan korban bencana; 

f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan program 

kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan 

Penangulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana; 

g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan 

lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

diBidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan 

Kemiskinan serta penanganan korban bencana; 

h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan sosial bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

i. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan Penangulangan 

Kemiskinan serta penanganan korban Bencana; 

j. Identifikasi, dekumentasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS); 

k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan 

sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana. 
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l. Kegiatan pelayanan rehabilitsi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial; 

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang 

Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan social dan Penangulangan 

Kemiskinan; 

n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial,  

jaminan social dan Penangulangan Kemiskinan; dan 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3.1 Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial 

 

1) Kepala Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta penanganan, 

pembinaan dan bimbingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS). 

 

2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan 

Sosial mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Rehabilitas 

Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Rehabilitas 

Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Rehabilitas 

Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

e. Penyusunan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi 

Perlindungan dan Jaminan sosial. 

f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
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g. Melaksanakan pelayanan sosial serta rehabilitasi Perlindungan dan 

Jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). 

h. Melaksanakan pemberdayaan dan penggalian sumber potensi pada 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

i. Pengembangankapasitas sumber daya dan motivasi pada Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

3.2 Seksi Penanganan Korban bencana 

 

1)  Kepala Seksi Penanganan Korban bencana mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan 

bencana. 

 

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penanganan Korban bencana 

mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penanganan Korban 

Bencana; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penanganan 

Korban Bencana; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penanganan 

Korban Bencana; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Seksi Penanganan Korban Bencana; 
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e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan, 

penanganan korban bencana alam, dan pengelolaan penyaluran logistik 

bencana alam;  

f. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang kesiapsiagaan penanganan bencana alam dan pengelolaan 

penyaluran logistik bencana; 

g. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan suvervisi dalam kesiapsiagaan 

penanganan korban bencana; 

h. Pelatihan dan pendidikan teknis tim pelaksana dalam penanganan 

bencana; 

i. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan di 

bidang perlindungan sosial dan bantuan sosial korban bencana; 

j. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dan lembaga 

sosial masyarakat dalam rangka pengendalian, penyelenggaraan 

kegiatan di bidang penanganan bencana; 

k. Pelaksanaan bimbingan dan pemberian bantuan sosial terhadap korban 

bencana baik bencana alam, bencana sosial maupun korban kerusuhan 

sosial; 

l. Melakukan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan terhadap 

Organisasi Sosial (Orsos) dan relawan bencana; 

m. Pengendalian, pengaturan dan pemantapan pemberdayaan usaha 

pengumpulan sumbangan sosial dan kegiatan pemberian bantuan sosial; 

n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam 

kesiapsiagaan penanganan korban bencana; 

o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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3.3 Seksi Penangulangan Kemiskinan 

 

1) Kepala Seksi Penangulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, Pembinaan dan Koordinasi, serta menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai 

dengan ketentuan Perundang-undangan.  

 

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penangulangan Kemiskinan 

mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Seksi 

Penangulangan Kemiskinan; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada  Seksi Penangulangan 

Kemiskinan; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi 

Penangulangan Kemiskinan; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi Penangulangan Kemiskinan; 

e. Melaksanakan monitoring, pemantauan pendistribusian RASRA (Beras 

Rakyat); 

f. Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria pada Seksi 

penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan  Perkotaan; 

g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi pada seksi penanganan 

Fakir Miskin Perdesaan dan  Perkotaan; 

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada seksi penanganan Fakir 

Miskin Perdesaan dan  Perkotaan; 

i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya ;dan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 

 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  Page 15 

 

4. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial 

 

Tugas Pokok  

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan 

potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, 

pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai–nilai kejuangan. 

 

Fungsi 

 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan 

Sosial mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan 

Sosial; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang 

Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; 

d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; 

e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lembaga /organisasi sumber 

potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil; 

f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan 

evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat dan 

Komunitas Adat terpencil; 

g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sumber potensi kesejahteraan 

sosial dan Komunitas Adat Terpencil;  

h. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, 

keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan 

sosial, dan lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil; 
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i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan 

kesetiakawanan;  

j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang 

Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; 

k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha dan 

Kesejahteraan Sosial; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

4.1 Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

 

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, serta melakukan penggalian, 

pengembangan, bimbingan dan pemberdayaan terhadap Sumber-sumber 

potensi kesejahteraan sosial. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pemberdayaan 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi 

Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 

e. Perumusan kebijakan tentang pemberdayaan potensi sumber 

kesejahteraan social; 

f. Penyiapan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria potensi 

sumber kesejahteraan social;  

g. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap individu, kelompok dan 

masyarakat; 
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h. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga formal dan non formal 

sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial; 

i. Mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis serta perumusan kebijakan 

penyelenggaraan program kegiatan;  

j. Melaksanakan dan memfasilitasi Bulan Bhakti Karang Taruna, Hari 

kesetiakawanan Sosial, temu karya dan Porseni bagi 

perorangan/kelompok/lembaga/organisasi potensi Sumber 

Kesejahteraan sosial; 

k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

4.2 Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan 

1) Kepala Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, serta melaksanakan penanaman 

dan pelestarian nilai – nilai kejuangan, Kesetiakawanan dan pemberdayaan 

peran keluarga. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, 

Kejuangan dan Kesetiakawanan mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Urusan Perintis 

Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Urusan Perintis 

Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Urusan 

Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan 

Kesetiakawanan; 
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e. Melaksanakan pelestarian nilai – nilai kesetiakawanan sosial, 

kepahlawanan dan perintis kemerdekaan serta kejuangan; 

f. Penyiapan bahan perumusan, penghargaan dan kesejahteraan keluarga 

veteran;   

g. Melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan dan memfasilitasi 

pelaksanaan ziarah taman makam pahlawan. 

h. Melaksanakan pemberdayaan terhadap peran veteran dan keluarga 

veteran. 

i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perintis 

kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, restorasi sosial.  

j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya ;dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

4.3 Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 

1)   Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, menyusun program, 

menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat 

Terpencil mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

persiapan pemberdayaan, pelaksanaan,  pembinaan sumber daya 

manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan 

lingkungan Komunitas Adat Terpencil; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan 

Komunitas Adat Terpencil; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi 

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 
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d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 

e. Menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di 

bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber 

daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan 

lingkungan Komunitas Adat Terpencil; 

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang persiapan 

pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, 

pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan 

Komunitas adat terpencil; 

g. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil; 

h. Advokasi, konseling, pendampingan dan motivator Komunitas Adat 

Terpencil; 

i. Pendataan dan pemetaan sosial penyebaran Komunitas Adat Terpencil; 

j. Menggerakan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas 

sektor dan dunia usaha terhadap Komunitas Suku Anak Dalam diwilayah 

kerjanya; 

k. Memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya 

manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan 

lingkungan Komunitas Adat Terpencil; 

l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan  

Tugas Pokok  

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta  
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melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten 

Merangin. 

Fungsi  

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi 

: 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang 

Pemberdayaan Perempuan; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan; 

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Pemberdayaan Perempuan;   

g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang 

Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; 

i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

5.1  Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) 

1) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG)  mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi pemanduan dan singkronisasi kebijakan pengarustamaan gender 

di Kabupaten Merangin. 
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2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi 

Pengarusutamaan Gender (PUG)  mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Seksi 

Pengarusutamaan Gender; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada  Seksi 

Pengarusutamaan Gender; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi 

Pengarusutamaan Gender; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi Pengarusutamaan Gender; 

e. Menyusun program kerja di bidang Pengarusutamaan Gender; 

f. Membina dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 

pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undang 

yang berlaku; 

g. Mengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi dibidang pengarusutamaan gender sesuai dengan 

peraturan perundangundangan yang berlaku; 

h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

j. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender pada 

Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan 

dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender; 

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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m. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender yang 

diserahkan oleh Kepala Badan. 

n. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya ;dan 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

5.2  Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi 

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi  

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan 

pelaksanaan kebijakan serta pemantau dan evaluasi pemanduan dan 

sinkronisasi kebijakan Kesetaraan gender bidang Ekonomi dan Sosial di 

Kabupaten Merangin. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi 

Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi  mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Seksi Kesejahteraan 

Gender Bidang Sosial dan Ekonomi; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada  Seksi Kesejahteraan 

Gender Bidang Sosial dan Ekonomi; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi 

Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan 

Ekonomi; 

e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi 

Kesetaraan dan keadilan gender sosial ekonomi sesuai dengan 

peraturan perundang-undang yang berlaku; 

f. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi seksi Kesetaraan dan keadilan gender sosial ekonomi 

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; 
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g. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Seksi 

Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi  

Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. Membina dan pengawasan di seksi  Kesejahteraan Gender Bidang 

Sosial dan Ekonomi pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan 

dengan tugas pokok dan fungsi di seksi  Kesejahteraan Gender Bidang 

Sosial dan Ekonomi; 

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi  Kesejahteraan Gender Bidang 

Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

5.3 Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum 

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum  mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan 

pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pemetaan 

perkiraan Kesetaraan gender Bid.Politik dan Hukum di Kabupaten 

Merangin 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi 

Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai fungsi : 
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a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan 

Gender Bidang Politik dan Hukum; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada  Kesejahteraan 

Gender Bidang Politik dan Hukum; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi 

Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan 

Hukum; 

e. penyusunan program kerja di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik 

dan Hukum; 

f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Keadilan 

Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Keadilan 

Kesetaraan gender  Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi 

Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan 

peraturan perundang-undang yang berlaku; 

i. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai 

dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi 

Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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l. pembinaan dan pengawasan di Seksi Keadilan Kesetaraan gender 

Politik dan Hukum pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan 

dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Keadilan Kesetaraan gender 

Politik dan Hukum; 

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

o. pelaksanaan tugas lain di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan 

Hukum; 

p. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

6. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 

Tugas Pokok 

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Anak.  

Fungsi  

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 

mempunyai fungsi : 

 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 
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c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 

d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi 

jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Anak. 

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja; 

g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan; 

h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera 

melalui usaha mikro keluarga; 

i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan 

keluarga; 

k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; 

l. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 

m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Anak; dan 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

6.1 Seksi Perlindungan Anak 

1) Kepala Seksi Perlindungan Anak  mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, 

prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Perlindungan Anak di 

Kabupaten Merangin. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perlindungan Anak  mempunyai 

fungsi : 

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada seksi Perlindungan 

Anak; 
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b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Perlindungan 

Anak; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi 

Perlindungan Anak ; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi Perlindungan Anak; 

e. Menyusun program kerja Seksi Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang 

Anak; 

f. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi 

perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

g. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 

anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan 

anak, tumbuh kembang anak  sesuai dengan peraturan perundang-

undang yang berlaku; 

i. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi dibidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

l. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan anak, tumbuh 

kembang anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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m. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan 

dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh 

kembang anak; 

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh 

kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya ;dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

6.2 Seksi Tumbuh kembang Anak 

1) Kepala Seksi tumbuh kembang Anak  mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, 

prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Tumbuh Kembang 

Anak di Kabupaten Merangin. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi tumbuh kembang Anak mempunyai 

fungsi : 

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Seksi tumbuh 

kembang Anak; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada  Seksi tumbuh 

kembang Anak; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi tumbuh 

kembang Anak ; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi tumbuh kembang Anak; 

e. Penyusunan program kerja Seksi  Tumbuh Kembang Anak; 
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f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi tumbuh 

kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

g. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang tumbuh 

kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh 

kembang anak  sesuai dengan peraturan perundang-undang yang 

berlaku; 

i. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi dibidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

l. pembinaan dan pengawasan di bidang tumbuh kembang anak pada 

Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan 

dengan tugas pokok dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak; 

n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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6.3  Seksi Pengembangan KLA 

1) Kepala Seksi Pengembangan KLA  mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, 

prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kota 

Layak Anak (KLA) di Kabupaten Merangin. 

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan KLA mempunyai 

fungsi : 

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Seksi 

Pengembangan KLA; 

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada  Seksi Pengembangan 

KLA; 

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi 

Pengembangan KLA; 

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi Pengembangan KLA; 

e. Penyusunan program kerja Seksi Kota Layak Anak;  

f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kota Layak 

Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Kota Layak Anak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kota Layak Anak  

sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku; 

i. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
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k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang Kota Layak Anak anak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

l. pembinaan dan pengawasan di bidang Kota Layak Anak pada 

Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan 

dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Kota Layak Anak; 

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

o. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan 

program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

1.4 Sumber Daya SKPD 

 1.4.1   Sarana dan Prasarana  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari – hari sarana dan prasarana yang 

dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin tampak pada tabel 1.1 berikut ini :  

TABEL 1.1 

SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN 

No Jenis Sarana dan Prasarana 
Kondisi Jumlah 

Baik Rusak  

1 Gedung kantor Baik  I unit 

2 Gedung Pertemuan Baik  I unit 

3 Gudang Logistik Baik  1 unit 

4 Alat Angkutan Darat Roda 4 Baik  6 unit 

5 Alat Angkutan Darat Roda 2 Baik  14 Unit 
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Kondisi sarana dan prasarana aset bergerak maupun tidak bergerak 

yang dikuasai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin sampai saat ini kondisinya masih cukup baik dan 

dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. 

 

1.4.2     Dukungan Personil  

Jumlah Personil yang mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin  

berjumlah sebanyak 62 personil, terdiri dari  PNS sebanyak 32 Orang sementara 

Tenaga Honorer sebanyak 30 Orang. Gambaran keadaan pegawai dan 

perkembangannya selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.  

 

Tabel 1.2 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

 
No. 

 

 
Jenis Kelamin 

 
Jumlah 

 
Persentase 

1. Laki-laki 32 Orang  54,41 %  

2.  Perempuan 30 Orang  45,58 %  

 

Jumlah Keseluruhan 

 

62 Orang  

 

100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Pegawai di Lingkungan 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin posisi 31 Desember 2019 berjumlah sebanyak 62 Orang yang terdiri 

dari laki – laki sebanyak 32 Orang dengan persentase sebanyak 54,41%, 

sedangkan Perempuan sebanyak 30 Orang dengan Persentase sebanyak 

45,58% dari total keseluruhan sebanyak 62 Orang.  
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Tabel 1.3  

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

 

 
No. 

 

 
Pendidikan 

 
Jumlah 

 
Persentase 

1. SD 1  1,61% 

2.  SLTP -  

3. SLTA 14   22,58 % 

4. DIPLOMA 2 ( D2)  1 1,61% 

4. DIPLOMA 3 ( D3)  1 1,61% 

5. STRATA SATU ( S.1)  41 66,13% 

6. STRATA DUA ( S.2)  4 6,45% 

 

Jumlah Keseluruhan 

 

62   

 

100% 

 

 

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat 

Pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak 

yakni SD sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 14 Orang, D2 sebanyak 1 Orang, D3 

sebanyak 1 Orang, Strata Satu sebanyak 41 Orang serta Strata Dua sebanyak 4 

Orang.  

 
Tabel 1.4  

Distribusi Pegawai per Bidang Menurut Tingkat Pendidikan  

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Merangin Tahun 2019  
 

 

Bidang  SD SLTP SLTA Diploma  

2  

Diploma 

3  

Strata 

1  

Strata 

2  

Kepala Dinas        1 

Sekretariat  1  7  1 13 1 

Bidang Relinjamsos dan 
PK  

  1 1  8  

Bidang PUKS    2   6 1 

Bidang Pemberdayaan 
Perempuan  

  2   6 1 

Bidang Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Azazi  
Anak  

  2   8  
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Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

dimana Kesekretariatan sebanyak 24 Orang, Bidang Relinjamsos dan 

Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 10 orang, Bidang Pemberdayaan Usaha 

Kesejahteraan Sosial sebanyak 9 orang, Bidang Pemberdayaan Perempuan 

sebanyak 9 orang serta Bidang Pelrindungan dan pemenuhan hak azazi anak 

sebanyak 10 Orang sehingga total sebanyak 62 Orang.  

 

Tabel 1.5  

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat /Pelatihan Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin Tahun 2019  

 

 
No. 

 
Diklat/Pelatihan  

 
Jenis Diklat  

 
Jumlah  

Diklat Struktural  

1. Dilat Pim II   1 Orang 

2. Diklat Pim III   2 Orang  

3. Diklat Pim IV   6 Orang  

 Diklat Struktural  70,58%  

Diklat Teknis   

1. Dilat Peksos    

2. Diklat Keuangan   1 Orang  

3. Diklat Satgasos PB   3 Orang  

 Diklat Teknis  23,52% 

Sudah Mengikuti diklat   94,1% 

Belum mengikuti diklat   5,9% 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kondisi Pegawai dilingkungan Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang 

sudah mengikuti Diklat Pim II sebanyak 1 Orang, Diklat Pim III sebanyak 2 Orang, 

Diklat Pim IV sebanyak 6 Orang.  

 

Sementara itu khusus untuk Diklat Teknis yakni Diklat keuangan sebanyak 1 Orang 

dan Diklat Satgasos Penanggulangan bencana sebanyak 3 Orang.  
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1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dapat diilustrasikan sebagai     

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

 Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organiasi, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic 

issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

 Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

(jika ada) 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi 

yang telah dilakukan 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pernyataan kinerja 
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B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewuudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian kerja. 

 

Bab IV Penutup 

 Pada bab Ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

Lampiran : 

1) LAKIP TA. 2019 

2) IKU 2019-2023 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 RENCANA STRATEGIS 

2.1.1   VISI 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana organisasi Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di arahkan dan apa yang 

akan di capai, sementara itu Misi merupakan sesuatu yang harus di laksanakan agar 

tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar. 

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah, Maka 

ditetapkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin yang terdapat pada misi ketiga RPJMD Tahun 2019 - 2023 

Kabupaten Merangin yaitu ‘MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING.  

 

2.1.3 TUJUAN  

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :  

 

1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS).  

2. Meningkatkan Peran Perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan 

anak 
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2.1.4   Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai 

sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan 

program dankegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun kedepan. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019-2023 adalah sebagai 

berikut :  

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial  

2. Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan Terhadap 

Perempuan dan Anak  

 

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-20203, tampak pada tabel 

2.1 sebagaimana berikut : 
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Tabel 2.1 

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

No Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan/ 

Sasaran 
Sat 

Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target 
Akhir 

Renstra Tahun 2018 
Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

1.  

Meningkatkan  
Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar dan 
Rehabilitasi 

Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

 
Persentase 
Penurunan 

PMKS 

% 4,31 5,12 5,30 5,47 5,65 5,82 5,82 

Meningkatnya 
kesejahteraan sosial 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial  

 

Persentase PMKS 
yang tertangani  

% 41,93 42,10 42,27 42,45 42,62 42,79 42,79 

2. 
 

  

Indeks 
Pembangunan 
Gender       ( IPG 
)  

% 87,64 87,81 87,98 88,15 88,37 88,59 88,59 

Meningkatkan  peran 
perempuan, anak 
serta perlindungan 

terhadap perempuan 
dan anak  

 
 
 
 

Meningkatnya 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

 

Persentase 
Penurunan 
Kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak  

% 5,00 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 

 

 

 

2.1.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD 

A. Analisis Lingkungan Strategis dalam rangka Penetapan Strategi 

Adapun Teknik yang digunakan dalam menginteraksikan faktor-faktor 

kunci keberhasilan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak guna mencapai tujuan kami gunakan dengan matriks SWOT. Matriks SWOT 

kami gunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada 

empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah 

dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi.  

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi 

dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang 

menjadi Faktor Kunci Keberhasilan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebagai berikut :  
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Tabel 2.2 
FORMULASI STRATEGI SWOT 

 

Faktor internal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Ekternal : 
 

Peluang : 
 Tersedianya 

Rumah Aman dan 
Mobil Perlindungan 

 Sosialisasi Tentang 
Konsep Gender dan 
Perlindungan Anak 
pada Masyarakat. 

 Tersedianya TKSK, 
Pendamping PKH, 
Pekerja Sosial 
Propesional, 
TAGANA, PSM dan 
Lembaga 
Kesejahteraan 
Sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kebijakan 
Penanganan 
penanggulangan 
kemiskinan 
merupakan 
Program Prioritas 
Nasional yang 
wajib untuk 
dilaksanakan bagi 
Pemerintah 
Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota 

 Kebijakan 
penanganan 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan 

Tantangan :  
 Masih Rendahnya 

Kualitas SDM 
Penunjang 
Pelayanan 

 Masih kurangnya 
Tenaga Konselor 

 Kurangnya Sarana 
dan Prasarana 
Penunjang 
Pelayanan 

 Belum optimalnya 
TKSK, PSM, 
TAGANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tuntunan 
Penerapan SPM 
Bidang Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan anak 

 Tingginya angka 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan sosial 

 Masih rendahnya 
Potensi Sumber 
Kesejahtreaan 
Sosial  

 Pemahaman dan 
komitmen para 
pengambil kebijakan 
mengenai 
pentingnya 
pengintegrasian 
perspektif gender di 
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sosial (PMKS) telah 
tertuang dalam 
RPJMD 

 Adanya Undang-
Undang Nomor 23 
Tahun 2014 
tentang 
Pemerintah 
Daerah, dimana 
salah satu urusan 
Wajib Pelayanan 
Dasar adalah 
Bidang Sosial  

 Adanya Peraturan 
Menteri Sosial RI 
No. 9 Tahun 2018 
tentang Standar 
Teknis Pelayanan 
Dasar pada SPM 
Bidang Sosial di 
Daerah Provinsi 
dan di Daerah 
Kabupaten/Kota 
serta 

 Adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2018 
tentang Standar 
Pelayanan Minimal 

 Kebijakan 
kesetaraan gender 
dan keadilan 
gender telah 
tertuang dalam 
RPJMD, 
memberikan 
peluang untuk 
meningkatkan 
kesetaraan gender 
di daerah. 

 Banyaknya potensi 
kelembagaan yang 
memiliki kepedulian 
terhadap kasus-
kasus perempuan 
dan anak yang 

semua bidang dan 
tahapan 
pembangunan 
masih kurang 

 Belum optimalnya 
pemahan dan 
penerapan PPRG 
(Perencanaan dan 
penganggaran 
repronsif gender) 
diperangkat daerah 
dalam penyusunan 
perncanaan dan 
penganggaran 

 Belum optimalnya 
Pengerustamaan 
Gender ( PUG) 

 Belum optimalnya 
Pemenuhan 
Kabupaten Kota 
Layak anak  

 Munculnya Berbagai 
Tindakan Kekerasan 
akibat 
Penyalahgunaan 
Smartphone dan 
media sosial 

 Tingginya Korban 
Kekerasan Terhadap 
anak dan 
Perempuan 
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dapat dioptimalkan 
perannya dalam 
penanganan kasus 
terkait perempuan 
dan anak 

 Banyaknya potensi 
organisasi 
kemasyarakatan, 
Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) 
dan dunia usaha 
yang dapat 
dioptimalkan untuk 
mendukung 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak 

 Adanya dukungan 
kebijakan dalam 
pengembangan 
Kabupaten/Kota 
Layak Anak 
memberikan 
peluang dalam 
peningkatan 
kualitas 
pemenuhan hak 
anak 

 

Kekuatan :  
1. Tersedianya Tenaga Kerja 

Sosial Kecamatan (TKSK) 
sebanyak 24 Orang, 
Tenaga Pendamping PKH 
sebanyak 31 Orang, Sakti 
Pekerja Sosial sebanyak 1 
Orang, Taruna Siaga 
Bencana 50 Orang, Karang 
Taruna 50, Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM) 
sebanyak 10 Orang  

2. Tersedianya Tenaga 
Advokasi dan pengacara 
dalam penanganan kasus 
kekerasan terhadap 
perempuan dan anak  

Alternatif Strategi:  
 Meningkatkan 

propesionalitas TKSM 
melalui pendidikan dan 
pelatihan  

 Meningkatkan kualitas 
lembaga layanan 
termasuk SDM yang 
melayani perempuan 
dan anak korban 
kekerasan  
 

 

Alternatif Strategi :  
a. Peningkatan 

kesejahteraan TKSK 
dalam mewujudkan 
tercapainya 
pembangunan 
kesejahteraan social  

b. Peningkatan 
keterampilan petugas 
dalam penanganan 
bencana 
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Kelemahan :  
1. Masih tingginya angka 

penduduk miskin 
2. Masih tingginya jumlah 

penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 
(PMKS)  

3. Masih rendahnya Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS),  

4. Masih kurangnya 
kesetaraan gender  

5. Masih tingginya kasus 
kekerasan terhadap 
perempuan dan anak  

6. Masih kurangnya 
kelembagaan dalam 
pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak 

Alternatif Strategi  
1. Pemberdayaan Sosial 

bagi Penyandang 
Fakir Miskin di 
Kabupaten Merangin 

2. Peningkatan kualitas 
pelayanan bagi 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial ( 
PMKS ), 

3. Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Bagi Anak 
Terlantar,             
Panti Jompo, Para 
Penyandang Penyakit 
Sosial penyandang 
cacat dan trauma 

4. Peningkatan Peran 
Lembaga Sosial, 
Organisasi Sosial 
kemasyarakatan 
lainnya guna 
mendorong 
pemberdayaan 
lembaga social 
sebagai potensi 
kesejahteraan Sosial 

5. Menyusun, mereview, 
mengharmonisasikan 
dan 
mengkoordinasikan 
berbagai regulasi dan 
kebijakan pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
gender dan 
Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
dari berbagai tindak 
kekerasan 

6. Peningkatan Kapasitas 
Perempuan dalam 
rangka pemenuhan 
hak politik termasuk 
sebagai kader calon 
anggota legoslatif 

Alternatif Strategi  
 Pemberian bantuan UEF 

dan KUBE bagi keluarga 
rentan miskin 

 Percepatan proses 
penyaluran logistic ke 
bencana serta 
Pemberian pengetahuan 
dan pemberian bantuan 
Jatah Hidup (JADUP) 
bagi warga Suku Anak 
Dalam  

 Pemenuhan kebutuhan 
dasar bagi anak 
terlantar, Jompo dalam 
panti, Penyandang 
Cacat dan Trauma serta 
Penyandang Penyakit 
Sosial lainnya  

 Mendayagunakan LKS 
untuk mampu 
meningkatkan 
kesejahteraan social  

 Pembentukan 
kelembagaan PUG, 
Peningkatan kapasitas 
Pokja, Tim Teknis 
Pokja, Pokal Point 
dalam PPRG, pelatihan 
penyusunan PPRG dan 
pendampingan 
pelaksanaan PPRG  

 Melakukan Pelatihan, 
pendidikan politik 
permepuan dan 
penyiapan kader politik  

 Pembinaan Organisasi 
Perempuan sehingga 
mampu menciptakan 
lapangan kerja bagi 
perempuan  
 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 

 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  Page 44 

 
 

 
Dari analisis yang tertera dari tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :  

 

2.1.5.1 Strategi 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah 

sebagai berikut: 
 

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, 

melalui :  

a. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.  

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbagai penyandang masalah sosial 

c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.  

d. Peningkatan kualitas data PMKS setiap tahun serta 

e. Pemberdayaan Ekonomi bagi warga KAT.  

  

2. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyrakatan 

lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial, melalui :  

a. Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial  

b. Meningkatkan propesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

(TKSM) melalui pendidikan dan pelatihan.  

serta sebagai 
pengambilan 
keputusan dan 
eksekutif dan yudikatif 

7. Peningkatan Kapasitas 
Perempuan sebagai 
Tenaga Kerja 
sehingga mampu 
bersaing dan 
berdayaguna 
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c. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial.  

d. Meningkatkan peran orsos guna mendorong pemberdayaan Lembaga Sosial 

sebagai potensi kesejahteraan sosial.  

e. Meningkatkan pembinaan bagi veteran dan keluarganya 

 

3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkordinasikan 

berbagai Regulasi dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak 

dari berbagai tindak kekerasan, melalui :  

a. Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani 

perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, 

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, 

serta pemulangan dan reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif  

b. Melakukan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan serta pencatatan 

dan pelaporan KDRT  

c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang peningkatan kualitas hidup anak dan 

perempuan 

d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan kesehatan 

dan pendidikan yang ramah anak  

e. Memfasilitasi pembentukan forum anak daerah dan pembinaan  

f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai 

regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak  

g. Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak.   

h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemamfaatan data 

terpilah gender 

i. Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas pokja PUG, Tim 

Teknis PUG, Pokal Point dalam PPRG, Pelatihan penyusunan PPRG dan 

pendampingan pelaksanaan PPRG  

j. Peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan  

k. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan termasuk Pelatihan, 

Pendidikan Politik Perempuan dan Penyiapan Kader Politik Perempuan.  
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Peningkatan wawasan bagi kaum perempuan dalam mengelola usaha serta 

mempublikasikan hasil karya perempuan  

 

 

2.1.5.2 Kebijakan 

 Adapun arah dan kebijakan pelayanan Bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai berikut :  

 

1. Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan, dengan kebijakan : 

 Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan perlindungan dan 

jaminan sosial bagi masyarakat miskin berupa KUBE, RASTRA/BPNT, PKH 

serta bantuan perlindungan dan jaminan sosial lainnya  

 Meningkatkan kualitas pelayanan berbagai penyandang masalah 

kesejahteraan sosial.  

 Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, Penyandang 

disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar serta  gelandangan dan 

pengemis 

 Melakukan persiapan stock, percepatan pemberian bantuan ke korban 

bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam 

dan bencana sosial.  

 Melakukan Updating data PMKS setiap tahun.  

 Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur-unsur 

terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, 

mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya 

dalam masyarakat  

 

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan :  
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 Mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam 

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  

 Meningkatkan propesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan 

Keluarga (LK3).  

 Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial  

 Membangun kerja sama dan mendorong Organisasi Sosial (Karang 

Taruna) dalam membangun kesejahteraan sosial  

 Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan Nasional   

 

3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan 

Orang ( TPPO ), dengan kebijakan :  

 Peningkatan kaulitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan 

dan anak  

 Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia tenaga 

layanan kasus korban Kekerasan dalam rumah tangga  

 Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan  

 Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan 

anak  

 Memperbanyak kegiatan sosialisasi terhadap perlindungan Perempuan 

dan Anak dari tindak kekerasan.  

 Penyiapan dan mensosialisasikan berbagai peraturan terkait dengan 

peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak   

 Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan 

gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala 

bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender serta 

peningkatan partisipasi masyarakat  

 Peningkatan kualitas lembaga layanan pendidikan dan kesehatan yang 
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ramah anak 

 Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, 

cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya. 

 Pembinaan organisasi perempuan, pemberdayaan ekonomi 

perempuan dengan memberikan ketarampilan berusaha bagi kaum 

perempuan 

 Peningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang 

pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan 

sumberdaya kaum perempuan dalam mewujudkan ketahanan 

keluarga serta Peningkatan kemampuan dan pemahaman perempuan 

dibidang politik. 

 Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha 

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas 

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini. 

Tabel 2.3 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 
 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 

MISI RPJMD KE III : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING   
 

Meningkatkan 
Pemenuhan 

Kebutuhan 
Dasar dan 

Rehabilitasi 
Penyandang 

Masalah 
Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)   

Meningkatnya  
Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

 

Pemberdayaan Sosial bagi 
penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial  

Peningkatan hak dasar dan iklusivitas 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

pada setiap aspek kehidupan 
 

Meningkatkan peran 

Lembaga Sosial, Organisasi 
Sosial kemasyarakatan 

lainnya guna mendorong 
pemberdayaan lembaga 

sosial sebagai Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 

Meningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial 

 
 

 
 

 
Meningkatkan 

Peran 
Perempuan, 

Anak serta 
Perlindungan 

terhadap 

Perempuan dan 
Anak  

 

Meningkatnya kapasitas 

Kelembagaan Perempuan 

dan Anak 

  

 
Menyusun, mereview, 

mengharmonisasikan dan 
mengkordinasikan berbagai 

Regulasi dan Kebijakan 
perlindungan perempuan 

dan anak dari berbagai 

tindak kekerasan 

 
Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan 

terhadap perempuan dan anak termasuk 
Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) 
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2.1.6 INDIKATOR  

Adapun Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019 – 2023 

Kabupaten Merangin adalah tampak pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 2.4 
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